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Menimbang:

SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGEULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

a"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULYU UTARA,

bahwe memenuhi hketenfuswn Pasal 320 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimena telah divbah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemeriniah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang,
menyebutkan Kepala Daerah menyampaikan rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan
kepangan yang telsh diperiksa okl Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat & {[enam] bulan setelah tahun
bahwa Bupati Bepghulu Utara telahh menyampaikan
rancangan Peratyran Daerah tentong Pertangpungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2022 melalui
surat Bupati Bengkulu Utara Nomer 08940/3076/BKAD
Tangsal 24 Mei 2023 Perihal Penyampaian Raperda dan
Raperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBED Kab,
Bengkulu Utara TA 2022 untuk Pembahasan Bersama dan
telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada
tanggal 25 Mei 2023;




wd?

bahwa sampai dengan batas waktu 1 (satu) bulan sejak
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2022
disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, belum
ada persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seharusnya
persetujuan bersama dilakukan paling lama tanggal 12 Juli
2023;

bahwa dengan tidak adanya persetujuan bersama
sebagaimana maksud huruf ¢, maka Bupati Bengkulu
Utara meminta petunjuk atas Rancangan Perkada tentang
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD  Kabupaten
Bengkulu Utara TA 2022 kepada Gubernur Bengkulu
melalui surat Nomor 900.1.15/4243/BKAD tanggal 14 Juli
2023 perihal Permohonan Petunjuk atas Rancangan
Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Bengkulu Utara TA 2022, dan diperintahkan
oleh Gubernur Bengkulu Utara untuk dapat mengambil
persetujuan bersama kepala daerah dengan DPRD sampai
batas waktu 31 Juli 2023 dan sampai batas tanggal yang
ditetapkan tidak ada persetujuan bersama;

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 322 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang
dan Pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan
apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dari kepala daerah, DPRD tidak mengambil
keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD, kepala daerah menyusun dan
menetapkan  Perkada  tentang  Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

bahwa Bupati Bengkulu Utara telah menyampaikan
permohonan pengesahan Rancangan Perkada tentang
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD Kabupaten
Bengkulu Utara TA 2022 kepada Gubernur Bengkulu
melalui surat Nomor 900.1.15/4570/BKAD tanggal 01
Agustus 2023 perihal Permohonan Pengesahan Rancangan
Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD




wid?

Mengingat: 1.

Kabupaten Bengkulu Utara TA 2022 beserta dokumen
kelengkapannya dan dinyatakan lengkap pada tanggal 7
Agustus 2023;

bahwa sampai dengan 15 (lima belas) hari sejak
permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam
huruf f belum diterima, maka Bupati Bengkulu Utara
menyampaikan kepada Gubernur Bengkulu melalui surat
Nomor T-4/IX/I/PEMKAB BU/2023 tanggal 13 September
2023 Hal Penetapan Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu
Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
TA 2022 menjadi Peraturan Bupati Bengkulu Utara;

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 menyebutkan dalam hal
dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Menteri atau
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak
mengesahkan rancangan Perkada, Kepala Daerah
menetapkan rancangan Perkada tersebut menjadi Perkada;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf
huruf g, dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bengkulu Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bengkulu Utara
Tahun Anggaran 2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat
Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor
56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja,
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan,
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
68506);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021
Nomor 6);




Menetapkan:

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN
2022.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat
DPRD adalabh lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

S. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana Lkeuangan tahunan
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

6. Surplus/Defisit Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang periu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik tahun anggaran yang berkenaan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.




BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

(1)

(2)

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2022 berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas;

d. Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

f. Laporan Operasional (LO); dan

g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan serta dilampiri dengan laporan
keuangan Perusahaan Milik Daerah.

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.
b.

(1)

Pendapatan : Rp 1.155.116.974.929,92
Belanja : Rp 929.820.289.567,39
Surplus / (Defisit) : Rp (24.770.799.579,47)
Pembiayaan

- Penerimaan : Rp 152.795.095.515,44
- Pengeluaran : Rp 3.200.000.000,00
Pembiayaan Netto : Rp 124.824.295.935,97

Pasal 4

Selisih antara Anggaran Pendapatan dengan Realisasi
Pendapatan sebesar Rp(6.429.292.492,92) dengan rincian
sebagai berikut:
a. Anggaran : Rp 1.148.687.682.437,00
Pendapatan
(Setelah
Perubahan}
b. Realisasi : Rp 1.155.116.974.929,92

Pendapatan




“

(@)

(3)

(4)

(5)

c. Selisih Lebih / : Rp (6.429.292.492,92)
(Kurang)

Selisih antara Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja

sebesar Rp 118.395.003.442,61 dengan rincian :

a. Anggaran Belanja : Rp 1.298.282.777.952,00

(Setelah
Perubahan)
b. Realisasi Belanja : Rp 1.179.887.774.509,39
c. Selisih Lebih / : Rp 118.395.003.442,61
(Kurang)

Selisih antara Anggaran Surplus/ Defisit dengan Realisasi
Surplus/Defisit sebesar Rp(124.824.295.935,97) dengan
rincian :
a. Anggaran Surplus/ : Rp 0,00
Defisit (Setelah
Perubahan)
b. Realisasi Surplus/ : Rp 124.824.295.935,97
Defisit
c. Selisih Lebih / : Rp (124.824.295.935,97)
(Kurang)
Selisih antara Anggaran Penerimaan Pembiayaan dengan
Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp (0,44)
dengan rincian :
a. Anggaran : Rp 152.795.095.515,00
Penerimaan
Pembiayaan
(Setelah
Perubahan)
b. Realisasi : Rp 152.795.095.515,44
Penerimaan
Pembiayaan
c. Selisih Lebih / : Rp (0,44)
(Kurang)
Selisih antara Anggaran Pengeluaran Pembiayaan dengan
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar
Rp3.200.000.000,00 dengan rincian :
a. Anggaran Pengeluaran : Rp  3.200.000.000,00
Pembiayaan
(Setelah Perubahan)
b. Realisasi Pengeluaran : Rp 3.200.000.000,00
Pembiayaan
c. Selisih Lebih / : Rp 0,00
(Kurang)




(6)

Selisih antara Anggaran Pembiayaan Netto dengan
Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp (0,44) dengan
rincian :

a. Anggaran Pembiayaan : Rp 149.595.095.515,00

Netto
(Setelah Perubahan)
b. Realisasi Pembiayaan : Rp 149.595.095.515,44
Netto
c. Selisih Lebih / : Rp (0,44)
(Kurang)
Bagian Kedua
Neraca
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf b sebagai berikut:

a. Jumlah Aset : Rp 1.911.257.373.228,92
b. Jumlah Kewajiban : Rp 7.261.501.259,34
c. Jumlah Ekuitas : Rp 1.903.995.871.969,58
Bagian Ketiga
Laporan Arus Kas
Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a. Saldo awal kas per 1 Januari tahun 2022 sebesar
Rp133.676.155.774,28

b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar
Rp130.674.626.991,03

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar
(Rp158.645.426.570,50)

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar
Rp0,00:

e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non
Anggaran sebesar: Rp14.047.772.561,40

f.  Saldo Akhir Kas per 31 Desember tahun 2022 sebesar
Rp119.752.889.753,21




Bagian Keempat
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d

sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari tahun 2022
sebesar Rp152.795.095.515,44

b. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember tahun
2022 sebesar Rp124.824.295.935,97

Bagian Kelima.
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e sebagai berikut:
a. Ekuitas Awal per 1 Januari tahun 2022 sebesar
Rp1.847.523.153.220,04
b. Surplus / Defisit Laporan Operasional sebesar
Rp33.008.111.770,73
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan
Mendasar sebesar Rp23.464.606.978,81
d. Ekuitas Akhir per 31 Desember tahun 2022 sebesar
Rp1.903.995.871,969,58
: Bagian Keenam
Laporan Operasional (LO)
Pasal 9

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a. Pendapatan Operasional sebesar
Rp1.207.407.195.610,44

b. Beban Operasional sebesar Rp1.172.012.758.839,71.

c. Surplus/(Defisit) Operasional Sebelum pos Luar Biasa
sebesar Rp33.008.111.770,73

-10 -




Bagian Ketujuh
Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan

keuangan.

Pasal 11

Lampiran Peraturan Bupati ini memuat:

a. Lampiran]l
Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

b. Lampiranll
c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. LampiranV

f. Lampiran Vi
g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII

-11-

Laporan Realisasi Anggaran

: Ringkasan Laporan Realisasi

Anggaran menurut urusan
Pemerintahan Daerah dan

Organisasi;

Ringkasan APBD yang
diklasifikasi menurut
kelompok dan jenis

pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

Rincian APBD menurut
urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, kelompok, jenis,
objek, rincian objek dan sub
rincian objek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

: Rekapitulasi Realisasi belanja

menurut urusan
pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan
dan sub kegiatan;

: Laporan Perubahan Saldo

Anggaran lebih;

: Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas
Neraca;

1 Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan
Keuangan;

: Daftar Rekapitulasi Piutang

Daerah;




Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIII

Lampiran XIX

Lampiran XX

Lampiran XX.1

Lampiran XX.2
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: Daftar Rekapitulasi

Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana
Bergulir dan Penyisihan Dana
Bergulir;

Daftar Penyertaan  Modal
(Investasi) Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi
Penambahan dan
Pengurangan  Aset Tetap
Daerah;

Daftar  Rekapitulasi  Aset
Tetap;

: Daftar Rekapitulasi

Konstruksi Dalam Pekerjaan;

: Daftar Rekapitulasi Aset

Lainnya;
Daftar Dana Cadangan
Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka
Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka
Panjang;

: Daftar sub kegiatan yang

belum diselesaikan sampai
akhir tahun anggaran 2022
dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran
berikutnya; dan

Ikhtisar Laporan Keuangan
Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah
terdiri atas:

: Ikhtisar laporan keuangan

(Neraca) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah;
Ikhtisar laporan keuangan
(laporan laba/rugi) Badan
Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.
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BAB I
PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daecrah int dengan penempatannys
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 15 September 2023

BUPATI BENGKULU UTARA,
itd
MIAN

Diundangkan di Arga Malomur
pasda tanggal 15 September 2023

SEXRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERGKULU UTARA,

ttd
FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2023
NOMOR 21 '

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Pemhma [IV fa) |
NiP. 198107282002122002
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